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Abstrak 

Koperasi merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia yang 

berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat desa. Namun 

demikian, masih banyak koperasi desa yang menghadapi permasalahan mendasar dalam aspek tata 

kelola keuangan dan manajemen operasional, sehingga berdampak pada rendahnya kinerja dan 

keberlanjutan koperasi. Program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang 

diluncurkan pemerintah menjadi momentum penting untuk memperkuat peran koperasi desa 

sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada optimalisasi tata kelola 

keuangan dan manajemen operasional Koperasi Merah Putih. Metode pengabdian yang digunakan 

meliputi pelatihan, pendampingan, dan perancangan sistem, dengan pendekatan partisipatif dan 

aplikatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kapasitas pengurus 

koperasi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis akuntansi sederhana, terbentuknya 

sistem kas dan kontrol internal, serta tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) koperasi. 

Selain itu, kegiatan ini turut meningkatkan kesadaran pengurus dan anggota terhadap pentingnya 

transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan koperasi. Program pengabdian 

ini memberikan kontribusi nyata dalam membangun fondasi tata kelola koperasi yang 

berkelanjutan serta dapat direplikasi pada koperasi desa lainnya. 

Kata kunci: Koperasi Merah Putih, tata kelola keuangan, manajemen operasional, pengabdian 

masyarakat, pemberdayaan ekonomi desa 

 

1. Pendahuluan 

Koperasi dalam lintasan sejarah ekonomi Indonesia telah lama dipandang dan diposisikan 

sebagai instrumen strategis yang fundamental dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan 

yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Sebagai soko guru perekonomian nasional, koperasi 

mengemban amanat konstitusional untuk menggerakkan roda ekonomi yang berbasis pada prinsip 

gotong royong, partisipasi aktif anggota, serta pengelolaan unit usaha yang dilakukan secara 

demokratis. Karakteristik khas ini menempatkan koperasi pada posisi yang sangat unik dan krusial 

dalam struktur perekonomian nasional, di mana orientasi utamanya bukan sekadar akumulasi 
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modal bagi segelintir individu, melainkan distribusi kesejahteraan bagi seluruh anggota. Dalam 

konteks pembangunan wilayah perdesaan, peran koperasi menjadi semakin multidimensional; ia 

tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi ekonomi yang menyediakan akses 

permodalan atau sarana produksi, tetapi juga bertransformasi menjadi wadah sosial yang mampu 

memperkuat kohesi masyarakat, membangun modal sosial, dan secara signifikan meningkatkan 

taraf hidup masyarakat di tingkat akar rumput. 

Namun, seiring dengan dinamika ekonomi global yang semakin volatil dan perkembangan 

kebutuhan masyarakat yang kian kompleks, koperasi desa kini dihadapkan pada realitas tantangan 

yang tidak sederhana. Tantangan-tantangan tersebut muncul dari dua arah yang saling berinteraksi, 

yakni faktor eksternal dan internal. Di sisi eksternal, koperasi harus berhadapan dengan persaingan 

usaha yang semakin ketat dari entitas bisnis modern, perubahan regulasi yang dinamis, serta 

disrupsi teknologi yang menuntut adaptasi cepat. Sementara di sisi internal, terdapat persoalan 

kronis yang sering kali menjadi hambatan utama pertumbuhan, yaitu lemahnya tata kelola 

organisasi, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta rendahnya kapasitas manajerial 

para pengurus. Fenomena yang sering dijumpai di lapangan menunjukkan banyaknya koperasi 

yang secara formal telah memiliki legitimasi hukum dan berdiri secara administratif, namun secara 

operasional masih stagnan dan belum mampu menjalankan fungsinya sebagai penggerak ekonomi 

anggota secara optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan badan hukum semata tidaklah 

cukup tanpa dibarengi dengan integritas manajerial yang profesional. 

Data empiris di berbagai daerah memperlihatkan realitas yang memprihatinkan, di mana 

jumlah koperasi yang menyandang status tidak aktif masih berada pada angka yang relatif tinggi. 

Kondisi ini menjadi indikator kuat bahwa pendirian sebuah koperasi tidak secara otomatis 

menjamin keberlanjutan operasional maupun kinerja bisnis yang sehat dalam jangka panjang. 

Salah satu determinan utama di balik kegagalan atau ketidakaktifan koperasi-koperasi tersebut 

adalah lemahnya tata kelola keuangan organisasi. Kelemahan ini biasanya ditandai dengan praktik 

pencatatan transaksi yang tidak sistematis, ketiadaan laporan keuangan periodik yang akurat, serta 

minimnya mekanisme pengawasan internal yang efektif. Tanpa adanya sistem keuangan yang 

transparan dan akuntabel, koperasi akan menghadapi krisis kepercayaan (distrust), baik dari 

anggota yang menjadi penyetor modal utama maupun dari pihak eksternal seperti lembaga 

keuangan formal atau mitra bisnis lainnya. Ketidakpercayaan ini pada akhirnya akan memutus 

aksesibilitas koperasi terhadap sumber daya yang diperlukan untuk berkembang. 

Sebagai respons strategis dalam rangka memperkuat peran vital koperasi desa di tengah 

tantangan zaman, pemerintah Indonesia meluncurkan langkah kebijakan yang masif melalui 

program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kebijakan yang dikukuhkan melalui 

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 ini merupakan sebuah terobosan untuk mempercepat 

pembangunan ekonomi dari pinggiran. Program ini menargetkan pembentukan puluhan ribu 

koperasi desa di seluruh pelosok nusantara dengan harapan dapat menjadi episentrum aktivitas 

ekonomi masyarakat perdesaan. Koperasi Merah Putih diproyeksikan tidak hanya sebagai 

penyedia jasa keuangan mikro, tetapi juga sebagai penyokong utama usaha produktif anggota, 
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penyangga distribusi logistik, serta fasilitator pemasaran bagi produk-produk unggulan lokal. 

Melalui program ini, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem ekonomi desa yang mandiri, di 

mana nilai tambah dari hasil bumi dan kerajinan tangan lokal dapat tetap berputar dan dinikmati 

oleh masyarakat desa itu sendiri melalui kelembagaan koperasi yang kuat. 

Koperasi Merah Putih merupakan salah satu entitas yang lahir dari kerangka besar program 

nasional tersebut. Meskipun secara organisasional koperasi ini telah berdiri dan memiliki potensi 

ekonomi yang sangat menjanjikan mengingat basis sumber daya lokalnya, namun dalam 

praktiknya masih ditemukan berbagai kendala substantif yang menghambat akselerasi usahanya. 

Fokus permasalahan utama terletak pada pengelolaan keuangan dan manajemen operasional yang 

belum terstandardisasi secara profesional. Berdasarkan hasil pengamatan mendalam dan dialog 

komunikatif dengan jajaran pengurus serta perangkat desa, ditemukan fakta bahwa proses 

pencatatan keuangan masih didominasi oleh metode manual yang rentan terhadap kesalahan 

manusia (human error). Selain itu, belum tersusunnya laporan keuangan periodik yang sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi 

hambatan besar dalam menilai kesehatan finansial koperasi. Ketiadaan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) tertulis juga berakibat pada ketidakpastian alur kerja, di mana pelaksanaan tugas 

pengurus sering kali dilakukan tanpa pedoman yang baku dan konsisten. 

Kondisi tata kelola yang bersifat konvensional dan belum terorganisir ini memiliki potensi 

risiko yang besar bagi keberlangsungan Koperasi Merah Putih. Secara internal, hal ini dapat 

menurunkan tingkat partisipasi dan loyalitas anggota, karena anggota tidak mendapatkan kejelasan 

mengenai perkembangan aset yang mereka simpan atau bagi hasil yang mereka harapkan. Secara 

eksternal, koperasi akan sulit menjalin kemitraan strategis dengan pihak ketiga karena rendahnya 

kredibilitas administratif. Jika perbaikan tata kelola tidak segera dilakukan melalui intervensi yang 

tepat, koperasi ini berisiko terjebak dalam kondisi stagnasi yang berujung pada status tidak aktif, 

sebagaimana banyak terjadi pada koperasi desa lainnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah 

tindakan intervensi yang bersifat sistematis, edukatif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan 

kapasitas intelektual serta teknis para pengurus koperasi, khususnya dalam penguasaan tata kelola 

keuangan yang akuntabel dan manajemen operasional yang efisien. 

Berangkat dari urgensi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dan 

dilaksanakan sebagai solusi nyata untuk mengoptimalkan kapasitas manajerial Koperasi Merah 

Putih. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini tidak hanya terpaku pada pemberian materi 

teoritis, tetapi lebih menekankan pada aspek praktis melalui pelatihan dan pendampingan intensif. 

Melalui program ini, pengurus dibekali dengan kemampuan untuk menyusun pencatatan keuangan 

yang sistematis, menerapkan sistem kas yang terkontrol, hingga merumuskan SOP operasional 

yang adaptif dengan kebutuhan lokal. Keberhasilan penguatan tata kelola ini diharapkan tidak 

hanya berdampak pada perbaikan laporan di atas kertas, tetapi mampu mengubah kultur organisasi 

menjadi lebih profesional, transparan, dan berdaya saing. Artikel ini akan menyajikan secara 

mendalam mengenai proses transformasi tersebut, hasil-hasil yang telah dicapai di lapangan, serta 

implikasi luas dari kegiatan pengabdian ini. Diharapkan, narasi mengenai penguatan Koperasi 
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Merah Putih ini dapat menjadi referensi ilmiah dan praktis bagi akademisi maupun praktisi dalam 

upaya pengembangan koperasi desa di berbagai wilayah lain di Indonesia, guna mewujudkan 

kedaulatan ekonomi rakyat yang sesungguhnya. 

Penting untuk ditegaskan kembali bahwa esensi dari kegiatan ini adalah pembangunan 

manusia dalam wadah organisasi. Penguatan teknis keuangan hanyalah pintu masuk menuju tujuan 

yang lebih besar, yakni terbangunnya lembaga ekonomi desa yang memiliki integritas dan 

kepercayaan publik yang tinggi. Dengan tata kelola yang baik, Koperasi Merah Putih akan mampu 

mengelola sumber daya lokal secara lebih efektif, memitigasi risiko kegagalan usaha, dan pada 

akhirnya memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan 

masyarakat desa secara luas. Transformasi dari manajemen manual menuju manajemen yang 

terstandarisasi merupakan langkah evolusioner yang wajib diambil oleh setiap koperasi desa agar 

tetap relevan dan mampu bertahan di era ekonomi yang semakin kompetitif. Melalui sinergi antara 

akademisi, pemerintah, dan pengelola koperasi, cita-cita untuk menjadikan koperasi sebagai pilar 

utama ekonomi desa bukan lagi sekadar harapan, melainkan sebuah realitas yang sedang dibangun 

secara konsisten. Narasi keberhasilan ini diharapkan mampu memicu semangat serupa di ribuan 

desa lainnya, menciptakan efek domino positif bagi perekonomian nasional yang berakar dari desa. 

2. Metode Pengabdian 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif 

dan aplikatif, yang menempatkan pengurus koperasi sebagai subjek aktif dalam setiap tahapan 

kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar hasil pengabdian tidak hanya bersifat transfer pengetahuan, 

tetapi juga mampu membangun kapasitas dan kemandirian koperasi dalam jangka panjang. 

Tahapan Kegiatan 

Pelaksanaan pengabdian dilakukan selama tiga bulan, yaitu Juni hingga Agustus 2025, dengan 

tahapan sebagai berikut: 

A. Tahap Persiapan dan Identifikasi Awal 

Tahap ini meliputi observasi lapangan dan wawancara awal dengan pengurus koperasi dan 

perangkat desa. Tim pengabdian melakukan inventarisasi terhadap dokumen keuangan 

yang telah ada, seperti buku kas, catatan transaksi, dan laporan RAT sebelumnya. Hasil 

identifikasi digunakan sebagai dasar penyusunan materi pelatihan dan rancangan sistem 

yang sesuai dengan kebutuhan koperasi. 

B. Tahap Pelatihan dan Workshop 

Pada tahap ini, dilakukan pelatihan pembukuan koperasi berbasis akuntansi sederhana, 

yang mencakup pengenalan akun-akun dasar koperasi, pencatatan transaksi harian, serta 

penyusunan laporan keuangan bulanan dan tahunan. Selain itu, dilaksanakan pelatihan 

manajemen operasional dan pengawasan internal, termasuk penyusunan SOP dan sistem 

kontrol kas. 
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C. Tahap Pendampingan Implementasi 

Tahap ketiga merupakan fase yang paling krusial, yaitu pendampingan implementasi 

secara langsung di kantor operasional koperasi. Tim pengabdian menyadari bahwa 

tantangan terbesar dalam sebuah program bukanlah pada tahap pelatihan, melainkan pada 

tahap aplikasi. Oleh karena itu, pendampingan dilakukan secara intensif dan bersifat 

harian/mingguan untuk mengawal transisi dari sistem lama ke sistem baru. Selama fase ini, 

tim pengabdian hadir sebagai fasilitator yang membantu pengurus saat mereka mulai 

menginput data ke dalam format pembukuan digital yang telah disediakan. 

Pendampingan ini mencakup pemantauan terhadap kepatuhan pengurus dalam mengikuti 

SOP yang telah disepakati, seperti penggunaan bukti transaksi resmi untuk setiap arus kas 

keluar dan masuk, serta penerapan pemisahan fungsi antara bagian kasir dan bagian 

pembukuan. Tim pengabdian juga memberikan solusi langsung (troubleshooting) terhadap 

kendala teknis yang muncul saat pengurus mencoba menyusun laporan keuangan periodik. 

Kehadiran tim di lapangan memberikan rasa percaya diri bagi pengurus untuk mulai 

meninggalkan kebiasaan lama yang tidak terstruktur dan mulai mengadopsi budaya kerja 

yang lebih profesional, disiplin, dan tertata secara administratif. 

D. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Tahap terakhir dalam siklus pengabdian ini adalah evaluasi dan penyusunan tindak lanjut. 

Evaluasi tidak hanya dilakukan secara kuantitatif melalui pengujian pemahaman pengurus, 

tetapi juga secara kualitatif melalui diskusi refleksi mendalam dan observasi terhadap 

perubahan perilaku organisasi. Tim pengabdian melakukan analisis komparatif antara 

kondisi koperasi sebelum intervensi (pre-activity) dengan kondisi setelah intervensi (post-

activity) untuk mengukur efektivitas program secara objektif. 

Proses refleksi bersama pengurus bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja capaian yang 

telah diraih, kendala teknis maupun mental apa yang masih mengganjal, serta potensi risiko 

yang mungkin muncul di masa depan. Hasil dari evaluasi ini dituangkan dalam sebuah 

dokumen rencana tindak lanjut (action plan) yang menjadi panduan bagi koperasi untuk 

menjaga momentum perubahan. Tahap ini sangat penting untuk menjamin keberlanjutan 

program (program sustainability), di mana koperasi didorong untuk memiliki mekanisme 

pengawasan mandiri. Dengan demikian, sistem tata kelola keuangan dan operasional yang 

telah dibangun tidak akan berhenti menjadi dokumen mati, melainkan menjadi denyut nadi 

baru bagi Koperasi Merah Putih dalam menjalankan fungsinya sebagai pilar ekonomi 

anggota secara profesional dan akuntabel dalam jangka panjang. 

3. Hasil 

A. Dinamika Perubahan dan Peningkatan Kapasitas SDM dalam Tata Kelola Keuangan 

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang berlokasi di Koperasi Merah 

Putih tidak hanya sekadar memberikan bantuan teknis, namun telah membuahkan serangkaian 



55 

 

capaian strategis yang signifikan dan menyentuh akar permasalahan organisasi. Keberhasilan ini 

mencakup transformasi fundamental, mulai dari rekayasa ulang aspek sumber daya manusia 

(SDM) hingga penguatan struktur kelembagaan yang lebih modern. Sebelum adanya intervensi 

akademik dan praktis ini, Koperasi Merah Putih terjebak dalam tantangan klasik yang lazim 

ditemukan pada koperasi skala mikro-menengah: manajemen keuangan yang bersifat 

konvensional, bersifat sporadis, dan administratif yang belum terstandarisasi sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). 

Melalui serangkaian pendampingan intensif yang menggunakan metode experiential 

learning, terjadi lonjakan kapasitas intelektual dan teknis para pengurus. Transformasi ini terlihat 

dari cara mereka mengelola ekosistem keuangan organisasi. Pengurus kini tidak lagi terjebak 

dalam praktik purba yang sekadar mencatat arus kas masuk dan keluar secara manual di buku besar 

yang rentan akan kesalahan manusia (human error). Sebaliknya, mereka telah mengadopsi prinsip 

akuntansi dasar yang memungkinkan identifikasi presisi terhadap berbagai pos keuangan. 

Pengurus kini memiliki ketajaman dalam memisahkan dan mengklasifikasikan akun modal, 

simpanan anggota (baik simpanan pokok, wajib, maupun sukarela), pendapatan operasional dari 

unit usaha, hingga beban usaha yang detail. 

Lebih jauh lagi, kemampuan dalam menyusun laporan laba rugi dan neraca secara periodik 

menjadi bukti nyata bahwa literasi keuangan pengurus telah meningkat pesat. Perubahan ini adalah 

sebuah lompatan kuantum; dari pola pembukuan yang acak dan sering kali hanya berdasarkan 

ingatan atau catatan seadanya, menuju sistem pelaporan yang sistematis, akurat, dan dapat 

dipertangungjawabkan. Penguatan SDM ini menjadi pilar utama karena sebaik apa pun sebuah 

sistem, efektivitasnya tetap bergantung pada kompetensi individu yang mengoperasikannya. 

B. Restrukturisasi Kontrol Internal dan Digitalisasi Arus Kas 

Selain penguatan kapasitas individu, dampak krusial lainnya yang menjadi tonggak 

keberhasilan pengabdian ini terlihat pada restrukturisasi sistem kontrol internal dan manajemen 

kas yang jauh lebih rigid. Sebelum program dijalankan, Koperasi Merah Putih memiliki kelemahan 

struktural di mana fungsi otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan dana sering kali dilakukan oleh 

orang yang sama. Kondisi ini menciptakan celah risiko yang besar terhadap potensi kecurangan 

atau salah kelola dana anggota. 

Intervensi tim pengabdian berhasil menginisiasi penerapan protokol keuangan yang ketat 

dengan prinsip segregation of duties (pemisahan tugas). Dalam sistem yang baru, alur penerimaan 

dan pengeluaran kas harus melalui tahapan verifikasi yang berlapis namun tetap efisien. 

Penggunaan alat bantu digital berbasis spreadsheet yang dikustomisasi sesuai kebutuhan koperasi 

menjadi katalisator efisiensi yang luar biasa. Data yang dulunya tersebar dalam tumpukan catatan 

kertas yang rentan rusak, hilang, atau terkena rayap, kini telah terintegrasi dalam format digital 

yang aman. 
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Digitalisasi ini bukan sekadar modernisasi alat atau sekadar gaya-gayaan teknologi, 

melainkan sebuah pergeseran paradigma menuju pengambilan keputusan berbasis data (data-

driven decision making). Digitalisasi ini akan sekaligus mengakibatkan penggolongan biaya yang 

akurat. Penggolongan biaya merupakan fondasi dalam akuntansi dan manajemen untuk 

memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dan 

dioptimalkan. Dengan tersedianya laporan yang valid dan real-time, pengurus tidak lagi menebak-

nebak kondisi kesehatan finansial mereka. Mereka kini memiliki landasan yang sangat kuat untuk 

menentukan kebijakan strategis. Sebagai contoh, dalam rapat anggota, pengurus dapat 

mempresentasikan rencana pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dengan angka yang akurat dan 

transparan, atau memproyeksikan rencana investasi pengembangan unit usaha baru berdasarkan 

tren arus kas yang tercatat dalam sistem digital tersebut. 

C. Kodifikasi Prosedur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Keberhasilan program pengabdian ini juga ditandai dengan lahirnya dokumen Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yang komprehensif. SOP ini berfungsi sebagai "kitab suci" atau 

kompas operasional bagi seluruh elemen di Koperasi Merah Putih. Dokumen ini tidak hanya berisi 

teori, tetapi merupakan panduan praktis yang merinci setiap alur transaksi keuangan, distribusi 

wewenang antar pengurus, hingga mekanisme pengawasan internal yang harus dipatuhi tanpa 

pengecualian. 

Lahirnya SOP ini menjawab tantangan inkonsistensi prosedur yang selama ini menghambat 

pertumbuhan koperasi. Tanpa panduan tertulis, operasional koperasi sering kali bergantung pada 

selera individu pengurus yang menjabat, yang mengakibatkan ketidakpastian layanan bagi 

anggota. Dengan adanya SOP, profesionalisme meningkat karena setiap tindakan memiliki dasar 

hukum internal yang jelas. Secara jangka panjang, SOP ini menjadi aset intelektual dan instrumen 

mitigasi risiko yang vital. SOP menjamin keberlanjutan organisasi (organizational sustainability), 

terutama dalam memfasilitasi proses regenerasi kepengurusan. Ketika terjadi pergantian estafet 

kepemimpinan, pengurus baru tidak perlu memulai dari nol atau meraba-raba cara kerja; mereka 

memiliki panduan yang jelas untuk menjaga kualitas kinerja agar tetap berada pada level tertinggi. 

D. Revolusi Budaya: Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Anggota 

Pada tingkat yang lebih filosofis dan sosiologis, kegiatan pengabdian ini telah berhasil 

merevolusi budaya organisasi di Koperasi Merah Putih. Transformasi ini menyentuh aspek nilai-

nilai dasar, yakni penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Muncul kesadaran kolektif 

yang kuat di kalangan pengurus bahwa laporan keuangan yang kredibel bukan sekadar beban 

administratif atau syarat formalitas untuk Rapat Anggota Tahunan (RAT). Mereka kini menyadari 

bahwa akuntabilitas adalah instrumen vital untuk merawat modal sosial yang paling berharga 

dalam sebuah koperasi, yaitu kepercayaan (trust) dari para anggota. 

Dalam konteks koperasi, kepercayaan adalah bahan bakar utama penggerak roda ekonomi. 

Ketika pengurus mampu menyajikan laporan yang transparan, anggota akan merasa aman 
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menitipkan simpanannya dan lebih bersemangat untuk berpartisipasi dalam unit-unit usaha yang 

dikembangkan. Terbukanya akses informasi keuangan yang jelas menghilangkan prasangka dan 

kecurigaan, yang sering kali menjadi pemicu konflik internal di banyak koperasi. 

Partisipasi anggota diharapkan meningkat secara linear dengan meningkatnya transparansi. 

Anggota kini merasa memiliki andil nyata dalam pengawasan lembaga, bukan sekadar menjadi 

penonton pasif. Mereka menjadi lebih kritis namun konstruktif, karena didukung oleh data yang 

jelas. Transformasi menyeluruh ini—mulai dari teknis pembukuan yang paling dasar, penggunaan 

teknologi digital, penyusunan regulasi internal (SOP), hingga penguatan etika profesionalisme—

secara akumulatif telah memperkokoh fondasi Koperasi Merah Putih. Koperasi ini kini telah 

bertransformasi dari sebuah organisasi tradisional menjadi lembaga ekonomi rakyat yang lebih 

tangguh, kompetitif, dan memiliki daya tahan tinggi dalam menghadapi dinamika ekonomi modern 

yang penuh ketidakpastian. 

E. Dampak Multiplier dan Keberlanjutan Program 

Dampak dari pengabdian ini tidak berhenti pada laporan di atas kertas. Terjadi multiplier 

effect (efek pengganda) di mana peningkatan tata kelola keuangan berdampak langsung pada 

kesejahteraan anggota. Dengan keuangan yang lebih teratur, biaya-biaya yang tidak perlu dapat 

dipangkas, dan alokasi dana untuk pengembangan usaha menjadi lebih optimal. Hal ini pada 

akhirnya akan meningkatkan SHU yang diterima oleh anggota. 

Keberlanjutan (sustainability) menjadi fokus utama dari fase akhir pengabdian ini. Tim 

pengabdian memastikan bahwa sistem yang telah dibangun tidak akan runtuh setelah masa 

pendampingan berakhir. Melalui pembentukan "mentor internal" di antara pengurus, ilmu 

akuntansi dan manajemen yang telah diajarkan dapat ditularkan secara organik kepada pengurus 

atau karyawan baru. Koperasi Merah Putih kini memiliki kemandirian dalam memecahkan 

masalah keuangan internal mereka. 

Secara keseluruhan, kegiatan ini membuktikan bahwa sinergi antara akademisi dan praktisi 

koperasi dapat menghasilkan perubahan yang substansial. Koperasi Merah Putih kini siap 

melangkah ke level yang lebih tinggi, bukan hanya sebagai penyedia pinjaman atau penyalur 

barang, tetapi sebagai entitas bisnis profesional yang dikelola dengan hati namun tetap berpegang 

teguh pada prinsip-prinsip manajemen modern yang akuntabel. Transformasi ini menjadi cetak 

biru (blueprint) bagi koperasi-koperasi lain di wilayah sekitarnya untuk melakukan perubahan 

serupa demi kejayaan ekonomi kerakyatan Indonesia. 

4. Simpulan 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diimplementasikan di Koperasi Merah Putih 

merupakan sebuah intervensi strategis yang bertujuan untuk merevitalisasi dan mengoptimalisasi 

mekanisme tata kelola keuangan serta struktur manajemen operasional lembaga tersebut. Dalam 

konteks pembangunan ekonomi perdesaan, koperasi memegang peranan vital sebagai saka guru 

ekonomi rakyat. Namun, efektivitasnya sering kali terhambat oleh keterbatasan kapasitas 
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manajerial dan sistem pelaporan keuangan yang belum terstandardisasi. Melalui inisiatif 

pengabdian ini, tim pelaksana berhasil memberikan kontribusi nyata yang substantif dalam 

mentransformasi pola pengelolaan koperasi menjadi lebih profesional dan berorientasi pada hasil. 

Pendekatan yang diadopsi dalam kegiatan ini bersifat partisipatif-edukatif, yang 

menggabungkan metode pelatihan intensif dengan pendampingan berkelanjutan (mentoring). 

Fokus utama dari program ini adalah peningkatan kapasitas intelektual dan teknis para pengurus 

koperasi. Secara empiris, hasil pendampingan menunjukkan adanya eskalasi kompetensi yang 

signifikan dalam aspek pencatatan serta penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar 

akuntansi yang berlaku. Sebelumnya, pencatatan keuangan cenderung dilakukan secara 

konvensional dan sporadis, yang berisiko pada ketidakakuratan data. Dengan adanya intervensi 

ini, pengurus koperasi kini mampu mengoperasikan sistem kas yang lebih terstruktur dan 

menerapkan mekanisme kontrol internal yang ketat. Hal ini krusial untuk memitigasi risiko 

penyimpangan finansial serta memastikan bahwa setiap arus kas dapat dipertanggungjawabkan 

secara akurat. 

Lebih jauh lagi, optimalisasi manajemen operasional dilakukan melalui penyusunan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang komprehensif. SOP ini berfungsi sebagai panduan baku 

yang mengatur tata cara kerja harian, pembagian wewenang, hingga protokol pengambilan 

keputusan. Formalisasi prosedur operasional ini sangat penting bagi Koperasi Merah Putih untuk 

mengurangi redundansi tugas dan meningkatkan efisiensi birokrasi internal. Hasil dari kegiatan 

pengabdian ini menegaskan sebuah tesis fundamental dalam manajemen organisasi: bahwa 

penguatan tata kelola keuangan dan profesionalisme manajerial merupakan faktor determinan 

utama dalam menentukan kinerja serta keberlanjutan (sustainability) koperasi di tingkat desa. 

Dampak dari program pengabdian ini tidak hanya berhenti pada dimensi teknis-

administratif semata, melainkan juga menyentuh aspek fundamental sosiologis dalam organisasi. 

Terdapat peningkatan kesadaran kolektif di kalangan pengurus mengenai nilai-nilai luhur yang 

menjadi pilar koperasi, yakni transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Kesadaran ini 

menciptakan budaya organisasi yang lebih sehat, di mana kepercayaan anggota (member trust) 

terhadap pengurus menjadi semakin kuat. Ketika anggota merasakan bahwa aset mereka dikelola 

dengan cara yang transparan dan profesional, partisipasi aktif anggota dalam membesarkan 

koperasi akan meningkat secara linear. 

5. Saran 

Berdasarkan seluruh rangkaian temuan, capaian, dan evaluasi yang telah dipaparkan dalam 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Koperasi Merah Putih, tim pengabdian merumuskan 

sejumlah saran strategis. Rekomendasi ini tidak hanya ditujukan untuk menjaga momentum 

perubahan yang telah tercipta, tetapi juga untuk memastikan bahwa koperasi dapat bertransformasi 

menjadi entitas ekonomi yang adaptif terhadap disrupsi teknologi dan dinamika pasar di masa 

depan. 
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A. Eskalasi Digitalisasi Sistem Keuangan secara Komprehensif 

Saran utama yang diajukan adalah perlunya inisiasi program pendampingan lanjutan yang 

secara spesifik berfokus pada digitalisasi sistem keuangan koperasi secara menyeluruh. Meskipun 

pada tahap ini pengurus telah mulai mengadopsi penggunaan spreadsheet sederhana, namun untuk 

menghadapi skala bisnis yang lebih besar dan kompleksitas transaksi di masa depan, penggunaan 

aplikasi akuntansi berbasis cloud atau perangkat lunak akuntansi khusus koperasi menjadi sebuah 

keniscayaan. 

B. Sinergi Intervensi Pemerintah dan Dukungan Regulasi Berkelanjutan 

Keberhasilan Koperasi Merah Putih dalam memperbaiki tata kelola kelembagaannya 

diharapkan tidak menjadi fenomena yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi 

pemerintah daerah, melalui Dinas Koperasi dan UKM serta instansi terkait, untuk memberikan 

dukungan yang bersifat berkelanjutan dan terlembaga. Dukungan ini tidak boleh berhenti pada 

seremonial pelatihan sekali jadi, melainkan harus bermanifestasi dalam bentuk program 

pembinaan jangka panjang yang terstruktur. 

C. Diversifikasi Unit Usaha Berbasis Potensi Unggulan Lokal 

Dalam aspek pengembangan bisnis, Koperasi Merah Putih sangat disarankan untuk segera 

melakukan langkah-langkah strategis dalam mengembangkan unit usaha produktif yang berbasis 

pada potensi lokal desa. Selama ini, banyak koperasi desa yang terjebak hanya pada unit usaha 

simpan pinjam yang memiliki risiko kredit macet yang cukup tinggi. Untuk memitigasi hal 

tersebut, koperasi harus mulai melirik sektor riil, seperti pengolahan komoditas pertanian 

unggulan, pengembangan desa wisata, atau pengelolaan distribusi sarana produksi pertanian. 

D. Replikasi Model Pengabdian dan Standarisasi Tata Kelola 

Saran terakhir berkaitan dengan aspek diseminasi pengetahuan. Model pengabdian kepada 

masyarakat yang berbasis pada pendekatan partisipatif-aplikatif ini telah terbukti efektif dalam 

memicu transformasi di Koperasi Merah Putih. Oleh karena itu, model ini sangat layak untuk 

direplikasi dan diimplementasikan pada koperasi-koperasi desa lainnya, khususnya di wilayah 

dengan karakteristik sosial-ekonomi yang serupa. 

 

Daftar Pustaka 

Arzewiniga, F., & Zulkarnain. (2025). Tantangan dan peluang kelembagaan Koperasi Desa Merah 

Putih. Jurnal Manajemen dan Inovasi, 6(2). 

Hendar, E. (2018). Good Cooperative Governance: Konsep dan Implementasinya dalam 

Pengelolaan Koperasi. Jakarta: Lembaga Pengembangan Koperasi Indonesia. 



60 

 

Romadlon, C. G., & Sujud, F. A. (2024). Analisis break even point dalam penentuan proyeksi laba 

pada usaha toko kelontong d’bantar bamboo craft kecamatan mandiraja kabupaten 

banjarnegara. Jurnal Tanbih, 1(2), 1-22 

Soetrisno, E. (2017). Manajemen Koperasi: Teori dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN. 

Sukirno, S. (2020). Ekonomi Koperasi: Prinsip dan Praktik Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. 

Jakarta: RajaGrafindo Persada. 

Umiyati, I., et al. (2024). Peningkatan kapasitas pengurus koperasi melalui pelatihan akuntansi. 

Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1). 

Widiyanto, W., & Utomo, D. C. (2022). Tata kelola dan akuntabilitas koperasi di Indonesia. Jurnal 

Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan, 13(2). 


